PUTUSAN
Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.

asall an )l &Y s
DEMI REALILMAN DERUASMRIAN AL 1 UMANAN ¥ANG MARA ESA
Pengadiian Agama di HBima daiam persidangan Majeiis Hakim untuk
: mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan
sebagaimana tersebut di bawah i daiam perkara antara:
Sri Endang bint Nurdin, umur 26 tahun. agama Istam, pendidikan SLTA,
pekeriaan mengurus rumah tangga, tempat
tingaal di Lingkungan Lewi Loa Rt. 012 Rw. 04,
Keilirahan Rabadompu Timur, Kecamatan
Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai
penggugat.
Melawan
pekerjaan honorer (Kantor Camat
iMadapangga), tempal tinggai di beiakang
Kantor Camat Madapangga Rt. 021 Rw. 01
Desa Dena iKkecamatan Madapangga
Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai
tergugat.
» Pengadilan Agama tersebut;
» Teiah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

» Telah mendengar keterangan penggugat seria saksi-saksi di persidangan.

. DUDUK PERKARA
Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat terfanggal 2 Nopember
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadiian Agama Bima dengan
Register Nomor: 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm. pada tanggal 2 Nopember 2016

mengemukakan hal-hai sebagai berkut:

Him. 1 gan 1G him. Futusan Nomor 17 TG,

UTo/FA.Bm.
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DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan tfergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah secara sah menurui hukum isiam pada tanggai 10 Juni 2019 namun
pernikahan pengggat dengan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan
Agama seiempat.

2. Bahwa vang bertindak sebagai wali nikah adaiah orang tua kandung yang

' bernama Nurdin bin A. Latif dengan mahar berupa emas i gram sedangkan

yang bertindak sebagai saksi nikah vaitu Abdullah Seo dan M. Saleh bin H.
Yasin.

3. Bahwa, pada saat nikah tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat
persiaius jejaka dan antara Fenggugai dengan iergugal iidak ada halangan
untuk meiangsungkan pemnikahan baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraiuran perundang-undangan yang beriaku. Oien karena i
penggugat memohon pengesahan (itsbat) nikah dari Pengadilan Agama dalam

rangika perceraian.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berpat tinggal di rumah orang

iua penggugai di Keiurahan Kabadompu Timur Kecamaian Raba Koia Bima
selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut penagugat dengan terqugat teiah
hidup rukun sebagaimana iayaknya suami isieri dan dikauniai i orang anak
vang bernama Syafitri Ramadani (p} umur 6 tahun.

5. Bahwa kurang iebin sejak awai buian Nopember 24316 aniara penggugat
dengan tergugat terus menerus teriadi perseiisinan dan periengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun iagi daiam rumah tangga disebabkan antara
lain:

a. Tergugat tidak menjamin natkan tanir penggugat seiama 2 tahun.
b. Tergugat serng keluar rumah berminggu-minggu tanpa izin penggugat.
©. Bahwa sebagai puncaknya sejak tuian Nopember 206 tergugat teian pergi

meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.

=

. Bahwa Penggugai dengan fergugat sudah pernan diupayadamaikan oieh
keiuarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Him. 2 dan 72 him. Putusan Nomor 157TvFOL G/Z0ToFA.Bm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



B. Bahwa atas hal ity dan karena penggugat merasa rumah tangga penggugat
dengan tergugat sudah idak mmungkin dapat dipertahankan lagi sehingga
penggugai menderita iahir baiin, maka penggugai bermaksud memuuskan
ikatan pernikahan dengan tergugat.

Berdasarkan aias an-aiasan yang diuraikan di atas, kiranya Maijeiis iakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang

amamya sebagai berikut;

A. Primer

i. Mengabuikan gugatan Penggugat seiurunnya

2. Menyatakan sah pernikahan antara penggugat (Sri Endang binti Nurdin)
dengan tergugat (Munamad bin Sudamo) yang dilaksanakaan pada tanggai

10 Juni 2010 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima.

[#Y)

. Menjatuhkan taiak satu bain sughra tergugat (Muhamad bin Sudamo)
terhadap penggugat (Sri Endang binti Nurdin).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang beriaku.
B. Subsidair :
blan atau menjatwshkan putusan iain yang seadii-adiinya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada harn persidangan yang teiah ditentukan, penggugat datang
menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dalam
persidangan meskipun perdasarkan berita acara panggiian Nomor
1815/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 30 Desember
2016 teiah dipanggii dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya iersebui
tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk menguatkan daiii-Gaiii gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 52720450058%0001 yang
dikeiuarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima
tanggal 11 Nopember 2014. Seteian dipenksa cocok dengan asiinya dan teiah
dileges oleh Kantor Pos dan Gire dan Panitera Pengadilan Agama Bima

seianjuinya diberi tanda 1.
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dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima tanggai
i Desember 2016. Seteiah diperiksa cocok dengan asiinya dan ieiah diieges
oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadiian Agama Bima seianjutnya
diberi tanda P2.

Bahwa Penggugai disamping mengajukan oDukii Surai-surai  juga
mengadirkan 2 {dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

i. Nurdin bin A. Laiif, saksi mana di bawah sumpannya secara ierpisan teiah
memberikan keterangan yang saling mendukung dan saiing bersesuaian pada
pokoknya adaian sebagai berikui:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang
menikan secara sah pada tanggai i0 Juni 2010 namun pemikahan ity
belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

- bahwa pernikahan penggugai dengan iergugat diakadnikahkan oieh
seorang yang bemmama Ramii atas izin dan dikuasakan oleh ayah
penggugat sebagai wakil waii pada saat itu.

- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawinnya adalah emas 1 gram dibayar
wnai dan saksi nikah yaitu Abduiiah Seo dan M. Saieh H. Yasin.

- Bahwa pemnikahan tersebut diiaksanakan di rumah saksi sendiri pada
tanggai 10 Juni 2010,

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah punya 1 orang anak.

- Dainwa saksi mengetahui Fenggugai dengan Tergugai seieian niikan tinggai
bersama di rumah orang tua penggugat atau di rumah saksi selama 2
fanun, akan ietapi akhir-akhir ini tergugat sudah iidak tinggai dengan
penggugat lagi.

- Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi periengkaran karena
tergugat tidak memiliki perkerjaan dan tidak menjamin nafkah iahir batin
Fenggugai.

Him. 4 dan 1z him. Puiusan Nomor 181 ¥Fdl. G/z01&PA,.Bm.
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Bahwa saksi, orang tua dan keiuarga pernah menasihati penggugat namun
tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dengan
tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembaii dan para saksi tidak
sanagup merukunkan keduanya.

Z. Abduiian bin Seo, saksi mana di bawah sumpannya secara ierpisah feian

memberikan keterangan yang saiing mendukung dan saling bersesuaian pada

pokoknya adaian sebagai berikut;
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Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang
menikah secara san pada tanggai 10 Juni 2010 namun pernikahan itu
belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa pemikahan penggugat dengan tergugat diakadnikahkan oieh
seorang vang bermama Ramli atas izin dan dikuasakan oleh ayah
pengaugat sebagai wakii waii pada saat itu.

Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawinnya adalah emas 1 gram dibayar
tunai dan saksi nikah yanu Anduilah Seo dan M. Saieh H. Yasin,

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi sendiri pada
fanggai 0 Juni 201 0.

Bahwa penggugat dengan tergugat sudah punya 1 orang anak.

tiahwa saksi mengeianui Penggugat dengan Tergugat seieiah nikah tinggai
bersama di rumah orang tua penggugat atau di rumah saksi selama 2
fahun, kemudian 2 buian terkahir ini tergugat pernah datang dan tinggai
bersama penggugat dan sekarang tergugat sudah pergi meninggalkan
penggugat dan fidak perman puiang sampai dengan sekarang.

Bahwa penggugat dengan tergugat sering teriadi pertengkaran karena
tergugat tidak memiiiki perkerjaan dan tidak menjamin nafkan iahir batin
Penggugat.

Bahwa saksi, orang tua dan keiuarga pernah menasihatii penggugai hamun
tidak berhasii dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dengan
lergugat sudanh sangat suiit dirukunkan kembaii dan para saksi tidak

sangoup merukunkan keduanya.

Him. 3 dari 12 him. Puiusan Nomor 181 5%Fdl. G/2018/FA.Bm.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Bahwa alas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, benggugat
membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena
udak hadir di persidangan.

banwa penggugai daiam kesimpuiannya tetap dengan daiii-Gaiii daiam
Qugatannya, sehingga penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa iagi dan
mohon puiusan.

Bahwa uniuk mempersingkai uraian puiusan ini, maka segaia hai iknwai
yang terurai daiam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan
dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugai adaiah
sebagaimana diuraikan di atas.

iMenimbang, bahwa pada bhari persidangan vyang ieiah diieniukan,
penggugat telah datang mengahadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat
fidak datang menghadap di persidangan aiau fidak puia menyuruh orang iain
sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata bahwa
kefidakhadiran tergugat tidak disebabkan oieh aiasan yang sah menurut hukum,

sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

iienimbang, banwa niajeiis Hakim ieian berupaya maksimai menasinaii
penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

ivienimbang, bahwa tiergugat ieiah dipanggii sebanyak dua Kaii, maka
panggilan kepada tergugat dianggap telah cukup dan Majelis Hakim melanjutkan
persidangan tanpa hadimya iergugat sesuai Fasai 149 ayat (1) Rbg.

Him. & dan 12 him. Fuiusan Womor 1613/Fdil.Gr20To/FA.Bm.
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

nenimbang, banwa berdasarkan pengakuan penggugat kemudian didukung
P.1. serta dibenarkan oleh oleh Saksi-saksi di persidangan maka harus
dinyatakan terbukii bahwa antara penggugai dengan iergugai adaiah warga
Negara yang tercatat secara  administerasi sebagai penduduk  vang
perdamisiii/bertempat tinggai di wilayan hukum Kabupaten Bima oieh karena itu
Maijelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan
Agama Bima sebagaimana dimaksud oien Fasai 4 ayat (i), Pasai 49 ayat 1 huruf
(a) dan Pasal 66 ayat 2 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
divbah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor; 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan #Penggugal kemudian
didukung oleh bukti P.2 serta dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi di
persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan
tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut
hukum/syanat isiam yang dilaksanakaan pada tanggai {t Juni 2010 di Keiurahan
Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima.

iMienimbang, banwa Taiia nukum perkawinan aniara Fenggugai dengan
tergugat telah memenuhi rukun perkawinan { Pasal 14 KHl ) dan fidak melanggar
larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-
undang Nomor i tahun 1974, Jo. Pasai 39 sid 44 Kiii, merupakan unsur pokok
perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syarial isiam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalitkan
panwa keadaan ruman iangganya sudan iidak dapai diperianankan iagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekeriaan
gan tidak memberikan nafkan ianir batin Fenggugat dan antara penggugat dengan

tergugat sudah tinggal pisah selama 2 tahun lebih sampai dengan sekarang.

Him. 7 dari i 2 him. Fuiusan Nomor 181%FPdl. G/20T0/FA.Bm,
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

iMenimbang, bahwa dari proses pemeriksaan tersebui dapai dikonstatir
peristiwa yang terjadi daiam rumah tangga keduanya bahwa pengqugat dan
iergugat sudanh tinggai pisah seiama 2 tanhun iebih hingga sekarang dan
Penggugat dengan tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan tokoh
masyarakat namun tidak berhasii.

Menimbang. bahwa untuk mendukung dalii-dalil gugatannya tersebut,
Penggugat teian menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah
sumpahnya secara terpisah telah memberi keterangan vang pada pokoknya
menguatkan aiasan perceraian sebagaimana yang gidaiikan olen Penggugat,
keketerangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling
mendukung dan bersesuaian sehingga WMajeiis Hakim berpendapai banwa
kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat
diierima dan dijadikan sebagai aiat buidi yang mempunyai niiai kekuaian
pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasii pemeriksaan di persidangan, teiah
ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga
penggugat dan tergugat adaian;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terlibat dalam perseiisihan
dan periengkaran karena Tergugai tidak memiiiki pekerjaan dan tidak iagi
memperhatikan nafkah iahir.

- Bahwa aniara Penggugai dengan tergugai sudah tinggai pisah seiama z
tahun lebih dengan sekarang.

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah didamaikan oieh saksi, orang wa dan
keluarga namun tidak berhasil,

Menimbang, banwa berdasarkan fakia-fakta di atas, maka patut diduga
bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keiuarga vang bahagia dan kekal
sera uniuk mewujudikan kehidupan rurnan tangga yang sakinan, mawaddan dan
rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 undang-undang Nomor 1
Tanhun 874 jo. Fasai 3 Kompiiasi rHukum isiam, tidak dapat tercapai oieh
penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan
ruman tangga kedua beian pinak sudan tidak dapat dipertanankan iagi.

Fim. & dart 12 iim. Puiusan iNomor 161 3Fai. Gr2G10/FA. Bim.
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iMenimbang, banwa tugas Pengadiian gaiam perkara ini adaian uniuk
mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk disatukan lagi
atau fidak, bukaniah kewenangan Pengadiian uniuk mencan siapa yang benar
dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari
siapa penyebab tenjadinya tinggai pisah kedua beiah pihak tersebut sebab kaiau
pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa
didamaikan lagi, maka Pengadiian dapat menyimpuikan bahwa kondisi rumah
tangga keduanya sudah benar-benar retak dan hati keduanva nyata-nyata sudah
pecah.

Menimbang. bahwa ditinjau dari seqgi penyelesaian masafah maka
perceraian merupakan satu-satunya aitematit terbaik bagi Penggugat gan
Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga
keduanya ieiap dipaksakan uniuk diperianankan, maiah justru akan menimbuikan
dampak negatiffmudharat yang lebih besar.
akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-
kaiung daiam perkawinanirumah iangga yang sakit.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
menyebuikan bahwa:

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri
ity figak akan hidup rukun sebagai suami isten * jo Pasai 19 huruf (b} dan ()
Peraturan Pemertintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b} dan ()
Kompiiasi Hukum isiam yang juga menyebutkan:"Saiah satu pihak meninggaikan
pihak lain selama 2 tahun secara berturut-turut” dan “antara suami istri terjadi
perseiisihan dan periengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi”.

iMenimbang, Danwa berdasarkan pertimpangan-periimbangan iersebut di
atas maka patut kiranya petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak
satu bain sughra tergugat ferhadap penggugai dan karena jiu perceraian dapai
dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi
Hukum isiam.

Him. ¥ gan 1Z pim. Futusan Nomor 181vFaOL G/ZUTovFA.Bm.
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide: Pasai
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta Hukum islam yang berkaitan dengan
perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

3. Menyatakan sah pemikahan penggugat (Sri Endang binti Nurdin) dengan
tergugat (Mubhamad bin Sudarno) yang dilaksanakaan pada tangga! 10 Juni
2010 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima.

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Muhamad bin Sudamo)
terhadap penggugat (Sri Endang binti Nurdin).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk
dicatat dalam daftar yanag disediakan untuk itu.

6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat
perkara sejumlah Rp511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam penmusyawaratan maijelis hakim

pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan
tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai

Him. 10 dari 12 him. Putusan Nomor 1815/Pdt. G/2016/FPA.Bm.
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sebagai Ketua Majeils dengan didampingi olen Luth Musiih, S. Ag., M.A. dan
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.i., M.S.|. masing-masing sebagai Anggota Majelis,
putusan mana pada hari iiu juga diucapkan daiam sidang yang dinyaiakan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Anggota Majeiis tersebut dan dibaniu oien Zainai Arifin, S.Hi. sebagai Panitera

. Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.
Hakim Anggota i, Keiua Majeiis,
1. 1id

Lutfi Musiin, 5. Ag., MA
Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggoia ii

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.l., M.S.I.
ranitera Pengganii,
Tid.

Zainai Arifin, 5,Hi.

am s em by em e m s em s
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Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran

Rp. 30.000.-

Biaya panggilan

Rp. 420.000.-

Biaya proses

Rp. 60.000,-
Rp. 5.000,-

Redaksi

Rp. 6.000,-

Materai

@ AN

Jumlah

Disclaimer

Rp. 511.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera

Drs. H. Musaddad, SH

Him. 12 dari 12 him. Putusan Nomor 1815/Pdt. G/2016/PA.Bm.
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